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ABSTRAK 

 

Tryana Nurfitriani, PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI 

MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 

48 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI 

DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian dalam kewenangan 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang yang dihubungkan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional. 

Sehingga banyak sekali sengketa pertanahan yang tidak dapat mencapai 

kesepakatan dibandingkan dengan sengketa yang telah mencapai kesepakatan 

perdamaian. 

Rumusan penelitian ini adalah mengetahui proses penyelesaian sengketa 

pertanahan melalui mediasi di BPN Kabupaten Sumedang yang dihubungkan 

dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan 

Nasional, mengetahui kendala apa saja dalam proses penyelesaian sengketa 

pertanahan serta akibat hukum apa yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa 

pertanahan melalui BPN Kabupaten Sumedang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian 

sengketa pertanahan melalui mediasi di BPN Kabupaten Sumedang, mengetahui 

kendala apa saja dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan serta akibat 

hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN 

Kabupaten Sumedang. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum 

normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat. Penelitian yuridis empiris juga meneliti peraturan-peraturan hukum 

yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa 

pertanahan melalui mediasi pada BPN Kabupaten Sumedang menurut Peraturan 

Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional telah 

dilaksanakan. Namun dalam prakteknya dalam proses mediasi terdapat beberapa 

hal yang yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kendala penyelesaian 

sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

kendala yuridis, dimana kurangnya instrument hukum yang mengatur mengenai 

tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi di BPN. Kendala 

non yuridis, yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa serta 

kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai disertai dengan rendahnya skill 

yang dimiliki mediator. Kemudian akibat hukum dari penyelesaian sengketa di 

BPN, pada dasarnya kesepakatan perdamaian haruslah mengakhiri sengketa. 

Namun kesepakatan perdamaian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang 

pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan 

bergantung pada ketaatan para pihak untuk menepatinya. 


